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RINGKASAN

Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Faizatul Isna,
130903101009; 2016: 50 halaman: Program Studi Diploma III Perpajakan,
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember pada bidang I (Pendataan dan Pelayanan). PKN dilaksanakan

selama 1 (satu) bulan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui

secara nyata mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan

pelaporan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dengan

manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai

sarana memperluas pengetahuan dan wawasan serta pemahaman penulis

mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak

hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menjadi tambahan

referensi bagi penulis yang berkepentingan pada Program Studi Diploma III

Perpajakan  Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas

penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya denagn

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay, serta rumah

pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun faktor yang

dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari

pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi Negara. Salah

satu penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak hotel yang memang berperan

penting untuk membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh

masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu potensi usaha hotel di kabupaten

jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh

untuk kas Negara. Peran penting pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan

atau sosialisasi terhadap kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan tepat
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waktu. Maka, hal ini kan berpotensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sistem pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

menggunakan Self Assesment System yang merupakan sistem perpajakan yang

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Penyetoran paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan

Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini

dalam tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel

telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa yang akan datang diharapkan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat mempertahankan dan lebih

meningkatkan kinerjanya untuk menggali potensi-potensi yang ada khususnya

pajak hotel, sehingga dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah

dalam meningkatkan pendapatan daerah guna kepentingan pembangunan daerah

kabupaten jember.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1089/UN.25.1.2/SP/2016 Jurusan

Ilmu Administrasi Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Jember
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Penyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua

pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga

laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga peningkatan

pembangunan di segala bidang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan

tersebut perlu adanya perhatian terhadap pembangunan di segala sektor, salah

satunya mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan

dengan menggali sumber dana.

Pajak merupakan salah satu penyumbang dana yang cukup besar dari

kegiatan perekonomian negara,di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011:1).

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya

ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan

hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Adapun faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak

adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti

pentingnya pajak bagi negara. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak

hotel yang memang berperan penting untuk membiayai pembangunan daerah

yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini usaha

hotel saat ini berkembang cukup pesat dan menjanjikan dalam memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha hotel tidak hanya

menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri melainkan juga menguntungkan bagi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2

Negara. Jika semakin banyak usaha hotel maka semakin banyak pula pajak yang

disumbangkan untuk Negara. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Hotel mengalami peningkatan

setiap tahunnya dan mencapai target realisasi bahkan melebihi dari targetnya.

Berikut ini merupakan tabel target dan pendapatan pajak hotel di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Target dan Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2013-2015

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa jumlah target dari tahun

2013-2015 adalah Rp 6.370.000.000 dengan jumlah pendapatan Rp 8.955.223.651

tabel tersebut menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel

mencapai target bahkan melebihi dari target. Untuk menentukan target tersebut

ebijakan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melihat

dari tingkat kepatuhan wajib pajak sebelumnya sesuai dengan perkembangan

ekonomi. Oleh karena itu potensi usaha hotel di kabupaten jember sebagai salah

satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh untuk kas Negara.

Peran penting pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi

terhadap kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Oleh karena

itu masyarakat harus menyadari hal tersebut. Apabila pelaksanaan usaha hotel ini

terus berjalan dengan secara optimal dan tiap bulannya semakin meningkat. Maka,

hal ini kan berpotensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui

pendapatan daerah dan penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang berasal dari

pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember. Sehingga penulis

No. Tahun Target Pajak Reaslisasi Penerimaan Prosentase (%)

1. 2013 1.450.000.000 2.125.544.285 146,59

2. 2014 2.200.000.000 3.309.254.720 150,42

3. 2015 2.720.000.000 3.520.424.646 129,43

Jumlah 6.370.000.000 8.955.223.651 426,44
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memilih judul Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Peran pajak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Guna

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang pemungutan dan

pengenaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku. Pajak hotel sangatlah

penting bagi daerah karena dapat menunjang pendapatan asli daerah. Oleh karena

itu, penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini ingin mengetahui

bagaimana tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak

hotel.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tata

Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi mahasiswa memperoleh pengalaman,

meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai permasalahan

yang ada dalam perpajakan, khususnya tentang pajak hotel;

b. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember adalah untuk mempererat hubungan kerja dengan Universitas Jember;

c. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi pembangunan ekonomi adalah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember khususnya

dari sektor pajak.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,2011:1) pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur:

a. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang)

b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.
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b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi

gaya hidup konsumtif.

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan pengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.
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c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Asas Pemungutan Pajak di bagi menjadi 3

(tiga) macam yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara
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2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Sistem Pemungutan Pajak ada 3 (tiga)

sistem yaitu :

a. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;

2) Wajib pajak bersifat pasif;

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri;

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain

fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak ada 3 (tiga) macam

yaitu :

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:2) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah serta

diatur dalam perundang-undangan daerah. Pada Kabupaten Jember peraturan

daerah diatur dalam peraturan daerah No. 3 tahun 2011 Kabupaten Jember tentang

Pajak Daerah.

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

per-undang-udangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak

tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata).

Dengan demikian, taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang

menurut peraturan perundang-udangan pajak dapat dikenakan pajak.

2.2.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:3) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1%

(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan

b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen); dan paling

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, dan Kendaraan lain yang
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5%

(nol koma lima persen) dan paling tinggu sebesar 1% (satu persen).

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar

0,2% (nol koma dua persen).

4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing

sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh

lima persen).

6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh persen). Khusus Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

untuk Bahan Bakar Kendaraan Umum dapat ditetapkan paling sedikit 50%

(lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar Kendaraan

Bermotor untuk kendaraan pribadi;

7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen);

8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari

cukai rokok.

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima

persen);
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4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima

persen);

5) Tarif Pajak Peneragan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen);

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar

25% (dua puluh lima persen);

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (du puluh persen);

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen);

10) Tarif Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling

tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% (lima persen).

2.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel :

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya denagn dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan

homestay, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2.3.1 Objek Pajak dan Subjek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di

hotel (pasal 4 ayat (1)).
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Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,

dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Menurut pasal 5 ayat (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

Badan yang mengusahakan hotel (pasal 5 ayat (2)).

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel adalah 10% dari jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besarnya pajak hotel

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dibawah ini:

2.3.2 Klasifikasi Hotel

Jenis hotel dapat di kelompokkan dalam beberapa kreteria, antara lain

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kreteria Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan nama dan
fasilitas parkir

Area Penerima
Tamu

Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya

Toilet Umum Tersedia toilet umum

Kamar Tidur
Tamu dan Kamar
Mandi

Tersedia kamar tidur  dan kamar mandi tamu dengan
perlengkapannya

Tarif (10%) X DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
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Tabel 2.2 Kreteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan
Tersedia suatu Bangunan Hotel dengan papan nama dan
fasilitas parkir yang baik dan terawat

Area Penerima Tamu

Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya
dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik

Tersedia gerai/ Counter atau meja kursi

Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh tamu

Toilet Umum

Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawat

Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet pria)

Tersedia tempat sampah

Kamar Tidur Tamu

Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan

Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamanan

Tersedia Petunjuk/ arah kiblat yang dipasang di langit-
langit

Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya

Tersedia tempat sampah

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan
diri

Tempat penyimpanan pakaian

Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal

Tersedia TV

Kamar Mandi Tamu

Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya
serta lantai tidak licin

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya

Tersedia saluran pembuangan air
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Tabel 2.3 Kreteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5

Bangunan
Suatu Bangunan yang diperuntukan sebagai usaha hotel
yang baik dan terawat

Toilet Umum Tersedia toilet umum

Front Office Tersedia gerai dan meja kursi

Kamar tidur tamu

Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya termasuk
kamar mandi

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan
diri

Dapur/ Pantry
Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata letak
sesuai dengan kebutuhan

Kantor
Tersedia ruang pimpinan hotel

Tersedia ruang karyawan

Tabel 2.4 Kreteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5

Bangunan
Tersedia suatu Bangunan Hotel dengan papan nama

dan fasilitas parkir yang baik dan terawat

Area Penerima Tamu

Tersedia area penerima tamu dengan

kelengkapannya dan sirkulasi udara dan

pencahayaan yang baik

Tersedia gerai/ Counter atau meja kursi

Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh

tamu

Toilet Umum

Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawat

Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet pria)

Tersedia tempat sampah

Kamar Tidur Tamu

Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan

Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamanan

Tersedia Petunjuk/ arah kiblat
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Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Jember

Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya

Tersedia tempat sampah

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk

penyelamatan diri

Tempat penyimpanan pakaian

Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal

Tersedia TV

Kamar Mandi Tamu

Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya

serta lantai tidak licin

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya

Tersedia saluran pembuangan air

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Tabel 2.5 Klasifikasi Penggolongan Kelas Hotel di Kabupaten Jember

Kelas Hotel Nama Hotel

Bintang III 1) Aston Hotel

2) Hotel Royal

3) Hotel Bandung Permai

4) Hotel Bintang Mulia

Bintang I 1) Hotel Safari

2) Hotel Panorama

Melati 1) Hotel Tomyharini

2) Hotel Jember Indah

3) Penginapan Melati

4) Hotel Ertujuh

5) Penginapan Pecoro

6) Hotel Sulawesi

7) Hotel Widodo

8) Hotel Kemayoran

9) Seven Dream

10) Ebizz Hotel

11) Hotel Nusantara

12) Hotel Handika

13) Hotel Cendrawasih

14) Hotel Slamet

15) Hotel Alam Indah

16) Hotel Anugerah

17) Hotel Kartika

18) Hotel Ardhi Chandra

19) Hotel Merdeka

20) Hotel Flamboyan

21) Hotel Asri

22) Hotel Kebon Agung
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Kelas Hotel Nama Hotel

23) Hotel Anda

24) Putra Jember Selatan

25) Hotel Lestari

26) Hotel Ria

27) Istana Hotel

28) Hotel Arowana

29) Hotel Rembangan

30) Bukit Beringin Indah

31) Papuma Hotel

32) Hotel Mutiara Garden

33) Cottage Gunung Sepikul

34) Hotel Leo Sinta

35) Hotel Tanggul Agung

36) Hotel Permata Indah

37) Cempaka Hill Hotel

38) Hotel GM 253

39) Hotel Ambulu

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2016)

2.4 Administrasi Pajak

2.4.1 Pengertian Administrasi Pajak

Menurut Dunsire (dalam Sony dan Siti, 2006:71) , administrasi

diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan,

penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis,

menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan

kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan

barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis

(Keban). Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan

berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara
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memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. Definisi

tersebut menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas

krgiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas,

membuat laporan administratif, dan sebagainya.

2.4.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (dalam Sony dan Siti, 2006:72), administrasi

perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan

pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-

tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak.

Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).

Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: “Poor tax administration undermines

the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor

designed tax structure makes administration more difficult” (Lawrence H.

Summers).

2.4.3 Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi Pandiangan (dalam Sony dan Siti,

2006:72) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk

merealisasikan peraturan perpajkan dan penerimaan negara sebagaimana amanat

APBN. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di

suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang

diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena

administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem

perpajakan di suatu negara yang dipilih.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah

pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada

dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan

Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan

secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal

atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah

kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat

Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan

Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi

kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri

(mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh

pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah

bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang

administrasi melalui sekretaris Daerah.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien

dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif

masyarakat”.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah

b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan

daerah

d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

b. Sekertariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

2) Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi, terdiri dari :

1) Seksi Penetapan dan Legalisasi

2) Seksi Verifikasi

e. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

1) Seksi Penagihan

2) Seksi Keberatan dan Pengurangan

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari :

1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
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2) Seksi Pengendalian dan Penerbitan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)

Masing-masing bagian, bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada dibawah dan tanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

a. Kepala Dinas

1) Dalam melaksanakan tugas pokok membantu bupati melaksanakan

kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Dinas Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Memutuskan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan;

b) Memberikan perijinana dari pelaksanaan pelayanan umum;

c) Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan;

d) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan;

e) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

f) Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan objek pajak

daerah serta wajib retribusi daerah dan objek retribusi daerah;

g) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi

daerah;

h) Menyelenggarakan penarikan atau pungutan Pajak Bumi  dan Bangunan, Pajak

Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

i) Pembantuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT), dan sarana

administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya kepada wajib pajak serta

membantu melakukan penyampaian DHPP Pajak Bumi dan Bangunan kepada

petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Dalam melaksanankan fungsi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai

kewenangan sebagai   berikut:
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a) Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di

bidang pendapatan;

b) Melaksanakan teknis di bidang pendapatan;

c) Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan;

d) Menyusun kebijaksanaan  teknis serta program kerja;

e) Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

f) Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan

pendapatan daerah;

g) Mengalokasi sumber daya potensial;

h) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

i) Menetapkan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan di bidang

pendapatan;

j) Menyelenggarakan dan pengawasan standart minimal di bidang pendapatan

yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;

k) Menyusun rencana bidang pendapatan daerah;

l) Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa;

m) Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan daerah;

n) Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan

bidang pendapatan daerah;

o) Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekertariat

Sekretariat  mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan  kegiatan Bidang-bidang;

2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pertanggungjawaban keuangan;

3) Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai

dan inventarisasi;
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5) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan

kearsipan;

6) Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;

7) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua

unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas berikut :

a) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Pendapatan

Daerah;

b) Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;

c) Melaksanakan urusan rumah tangga  dan protokol;

d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;

e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi;

f) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas Pendapatan

Daerah;

g) Melaksanakan persiapan upacra-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat

dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

h) Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi

pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai mutasi, pengangkatan,

kenaikan pangkat;

i) Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,

pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan

Daerah;

j) Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meninggalkan disiplin

dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan

pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;

k) Menyusun formasi pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;

l) Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

m)Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan;

n) Melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
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o) Melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta

pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;

p) Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi

barang peralatan dan perbekalan;

q) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi

barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas Pendapatan Daerah;

r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a) Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan

belanja tidak langsung;

b) Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan

dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;

c) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;

d) Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

e) Mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta

biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan  Daerah;

f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;

g) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah

ke Kas Daerah  oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

h) Melakukan pembinaan administrasi keuangan;

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Perencanaan  mempunyai fungsi :

a) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik

anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;

b) Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas

Pendapatan Daerah;

c) Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah;

d) Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
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e) Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;

f) Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;

g) Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas

Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

h) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

c. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib

Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

2) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang

pajak daerah;

3) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainyang sah;

4) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah

dan Objek Pajak Daerah;

5) Pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan

surat perpajakan dan retribusi daerah;dan

6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak

Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

b) Pelaksanaan penilaian objek pajak termasuk proses klasifikasi Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP);

c) Pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah;

d) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;

e) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan

sumber pendapatan lain yang sah;
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f) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subjek pajak daerah dan

wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD

dan SPOP;

g) Pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak dan wajib pajak

daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);

h) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP

yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya;

i) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek pajak dengan keadaan objek

pajak di lapangan;

j) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek

Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

k) Pemprosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

l) Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

m)Pemrosean dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan

kebenaran data terpenuhi;

n) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;

o) Pelaksanaan perubahan data terhadap objek pajak dan subjek pajak;

p) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

q) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pajak Daerah;

r) Pengawasan terhadap pemanfaatan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

s) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

t) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

2) Seksi  Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

a) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan

perpajakan;
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b) Penerimaan pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan dari

Wajib Pajak;

c) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk

diproses lebih lanjut;

d) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait

untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;

e) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang

Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik dalam lingkup Dinas maupun kepada

masyarakat;

f) Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan

g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Penyusunan laporan pelaksanaan tugas

sebagai bahan pertanggungjawaban.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

1) Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

2) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Memberikan Legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1) Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi :

a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak  daerah dan retribusi daerah;

b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib

pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui;

c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat

perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD);

e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak

lainnya;

f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana

pemungutan pajak dan retribusi daerah;

g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
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h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat  Pemberitahuan

Pajak Terhutang (SPPT) PBB;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan

Verifikasi.

2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas :

a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib

Retribusi;

c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan

retribusi daerah;

d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan

Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.

f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan

Bangunan  ( PBB ) sektor pedesaan dan perkotaan;

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;

h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan

Verifikasi.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;

2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan

4) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1) Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
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a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penangihan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

b. Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang

berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

d. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berjalan

maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

f. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah

melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

i. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

j. Penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

k. Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

2) Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan,

pengurangan dan restitusi;

b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan,

pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi

penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka

penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak

Daerah;
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d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian permohonan

keberatan atas penetapan Pajak Daerah;

e. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak

Daerah;

f. Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan

diterima atau ditolak;

g. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan

keberatan dan pengurangan;

h. Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau

ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah

berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan

keberatan Pajak Daerah;

j. Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;

k. Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi

dan atau pemindah bukuan;

l. Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak

Daerah akibat terjadinya Restitusi; dan

m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;

3. Pelaksanaan pengawasan/monitoring opersional pemungutan dan penyetoran

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring

dan evaluasi pendapatan daerah;

5. Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
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1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai fungsi :

a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya;

b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak  Daerah (SKPD) dan Surat

Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang

telah dibayar lunas;

d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan  dari Bagian Keuangan Setda

Kabupaten Jember;

e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan

pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;

f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan

pelaksanaan penagihan serta pemungutan;

g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan;

h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;

j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;

k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan

pengambilan benda berharga;

l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan

Pengendalian.

2) Seksi Pengendalian dan Penertiban  mempunyai tugas:

a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan

terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran

sesuai aturan yang berlaku;
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c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan

penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan

sesuai aturan yang berlaku;

d. Melakukan koordinasi  penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi

daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan

retribusi daerah;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional

dan Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya;

3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas;

4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-

undangan.
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h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas

dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai

wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan

tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

2) Untuk melaksanakan tugas, UPT mempunyai fungsi meliputi :

a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;

b) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;

c) Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;

d) Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan, pembinaan, pengamanan dan

peningkatan pelayanan;

e) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

f) Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas

Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

3.2 Personalia

Kantor Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas

Pendapatan Daerah yang membawahi I bagian tata usaha, 4 Sub (Sub Seksi

Pendapatan dan Pelayanan, Sub Seksi Pendapatan, Sub Seksi Verifikasi, dan Sub

Seksi Penagihan dan Keberatan, Sub Seksi Pembukuan dan Pengurangan, dan I

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sedangkan jabatan dan jumlah karyawan pada Sub Seksi Pendataan dan

Pelayanan dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Ketua Bidang I : Drs. FX. Agus Sudarsono, M.M
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b. Kasi Pendapatan : Alisia Avianti, SE

c. Kasi Penyuluhan : Paluluk

d. Penanggung jawab Pajak Hotel, Restoran, Reklame, dan Pemondokan

: Drs. Achmad Mussadaq

e. Penanggung jawab Pajak Hiburan dan Air Tanah

: Ir. Bambang Subagio dan Dodon Dwi SB, Amd

f. Penanggung jawab Pajak Penerangan Jalan, Parkir, dan PBB P2

: Abd.Haris, SH dan Elly Andriani, Amd

g. Penanggung jawab Pajak BPHTB

: Yusuf Hermanto dan Tatik Jumariyah

h. Penanggung jawab Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan serta Pajak

Sarang Bulung Walet

: Sulaiman
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Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

KEPALA DINAS

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2016)
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, dalam Tata Cara

Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sehingga penulis dapat menyimpulkan

bahwa :

1. Pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang pajak

daerah dan Peraturan Bupati No 34 tahun 2011 Kabupaten Jember tentang

tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran

pajak.

2. Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment System. Self

Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak memeberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang

pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor

dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan petugas hanya

mencocokkan data yang diterima dengan hasil penghitungan dari Wajib

Pajak.

3. Pajak hotel dipungut atas perolehan pelayanan termasuk semua fasilitas yang

disediakan di hotel, seperti fasilitas penginap, fasilitas olah raga dan hiburan.

4. Tarif pajak hotel dikenakan bedasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah No 3 tahun

2011 tentang Pajak Daerah  sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak dan

pengenaan pajaknya sama untuk semua kelas hotel bintang maupun melati.
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5. Jumlah target dan realisasi untuk pajak hotel selalu meningkat dari tahun

ketahun, jumlah realisasi penerimaan pun selalu melebihi target yang telah

ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan penerimaan

yang berpotensi di Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pelayanan

terhadap Wajib Pajak dan tetap mempertahankan terus tata cara kerja yang sudah

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pajak yang ada di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditingkatkan lagi dengan cara terus

menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpontensi serta

meningkatkan penyuluhan tentang arti pentingnya pajak bagi daerah untuk

pembangunan di segala bidang guna kemakmuran masyarakat.
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